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BAB V 

 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada bab-bab 

sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sesuai perumusan masalah yang 

terdiri dari tiga yaitu: 

1. Peranan Pemerintah Provinsi Papua dalam menanggulangi kemiskinan  

untuk mencapai tujuan Millennium Development Goals (MDGs) di tahun 

2015 belum signifikan dan lamban sehingga waktu tersisa dua tahun 

membutuhkan keseriusan untuk mengukur keberhasilannya. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Papua terdiri dari 

kendala-kendala umum berupa rendahnya sumber daya manusia Papua, 

letak geografis, penyebaran penduduk tidak merata dan terpencil, 

transportasi, Pemerintah daerah tertutup terhadap lembaga Adat dan 

Gereja, hak ulayat, sejarah integrasi Papua, pemekaran wilayah, 

kebersihan lingkungan dan kebiasan bermain game dan Judi toto gelap 

(togel). Sedangkan kendala khusus Pemerintah adalah, keterlambatan 

pencairan dana, benturan regulasi, terbatasnya sarana operasional dan 

pengaruh politik.  

3. Upaya-upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi Papua untuk 

menanggulangi kemiskinan demi terwujudnya Millennium Development 
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Goals (MDGs) 2015 yaitu, evaluasi total terhadap program-program 

penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta  

mengefektifkan fungsi koordinasi Pemerintahan dengan mengakomodir 

seluruh elemen masyarakat yang disertakan dengan skala prioritas 

wilayah dan tingkat kesulitan menurut data dan faktanya. Langkah 

selanjutnya adalah meningkatkan sumber daya manusia Papua, 

pemekaran wilayah sesuai masalah dan kebutuhan, evaluasi otonomi 

khusus dan pemberdayaan masyarakat lokal serta terpilihnya pemimpin 

bertipe komunikatif, fleksibel, bersih dari KKN seperti sosok Jokowi di 

Jakarta. Upaya ini penting karena data resmi Badan pusat Statistik 

Provinsi Papua sendiri membuktikan kenaikan angka jumlah penduduk 

miskin bertambah 21, 80 ribu dari 944,79 menjadi 966, 58 ribu. 

 

B. Saran 

Mengacu pada hasil analisis dan kesimpulan, beberapa saran yang 

perlu dilakukan untuk mencapai target Millennium Development Goals 2015 

yaitu:  

1. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota untuk 

meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan evaluasi program antara SKPD 

dan lintas sektoral, baik yang bersifat top down atau dari atas 

(Pemerintah) ke bawah maupun bottom up atau dari bawah (masyarakat) 

ke atas, agar menemukan titik temu sehingga efektifitas  dan efisiensi 

segala sumber daya dijaga demi mempercepat penanggulangan 
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kemiskinan di Papua. Langkah ini penting karena data jumlah orang 

miskin yang bertambah dibalik otonomi khusus dan berbagai program 

Pemerintah menunjukan komitmen Pemerintah untuk mencapai tujuan 

Millennium development goals di pertanyakan. 

2. Upaya mengurangi kendala-kendala dan menjaga konsentrasi Pemerintah, 

diharapkan kepada Pemerintah pusat, dan khususnya Pemerintah daerah 

Provinsi Papua supaya segera menentukan lembaga Independen yang 

melibatkan semua komponen, agar segala tindakan yang berhubungan 

dengan penanggulangan kemiskinan di lapangan/ lokasi atau daerah-

daerah berpotensi berjalan sesuai rencana tanpa tergesa-gesa. Langkah ini 

bermaksud kinerja aparat Pemerintah tidak terganggu dan 

mengutamakan profesionalisme, proporsionalisme serta loyalitas seorang 

aparat Pemerintah tetap  di jaga karena pertimbangan lainnya adalah 

Pemerintah sering tergesa-gesa dan memperhitungkan nilai tambah 

dibalik obsesi penanggulangan kemiskinan. 

3.  Kepada seluruh komponen  yang ada di Provinsi Papua, supaya dalam 

proses demokrasi dapat memilih Pemimpin pro-rakyat, komunikatif, jujur, 

transparan demi menanggulangi kemiskinan agar keluhan-keluhan 

masyarakat terakomodir. Perlu menyadari bahwa hanya dengan memilih 

Pemimpin yang tepat akan menjawab segala harapan masyarakat. Kepada 

Pemimpin yang akan terpilih nantinya supaya memprioritaskan program 

peningkatan sumber daya manusia sebagai program utama, agar tahun 

2040 Papua terbebas dari kemiskinan dan ketertinggalan untuk mengukur 
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tingkat Kesejahteraan dan kemandirian ekonomi sebagaimana program 

Millennium development goals (MDGs) dideklarasikannya. 
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